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Akuntabilitas (accountability) sebagai hal yang strategis berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik maupun reformasi birokrasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pertanggungjawaban (responsibility). Kedua istilah ini tidak dapat dipertukarkan karena masing-masing memiliki makna dan konteks yang berbeda. Selama ini sering ditemui akuntabilitas dimaknai pula sebagai pertanggungjawaban. Melalui kajian terhadap beberapa konsep dari pakar akuntabilitas seperti Richard Mulgan, Mark Bovens, dan Robert D. Behn maka akan menjadi lebih jelas hakekat, mekanisme dan prosedur  akuntabilitas (accountability) serta perbedaan yang mendasar dengan pertanggungjawaban (responsibility)






	Istilah akuntabilitas ataupun akuntabel dapat dengan mudah didapati dalam pelbagai wacana yang berkembang dalam masyarakat. Pada sektor pemerintah secara khusus, akuntabilitas merupakan sebuah formula untuk menjalankan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pada konteks ini, pemerintahan demokratis memandang akuntabilitas sebagai sebuah keniscayaan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin kehendak rakyat direspons oleh para pembuat kebijakan (legislatif), dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan (eksekutif) dan rakyat memiliki hubungan atau kontak-kontak yang intensif dengan mereka yang duduk pada lembaga legislatif dan eksekutif sebagai konsekuensi dari pemerintahan demokrasi yang mereka pilih. Oleh karena itu akuntabilitas menjadi konsep yang lumrah pada aspek pemerintahan demokrasi dewasa ini. Namun demikian bagaimana dengan arti dari akuntabilitas itu sendiri? 

Ketika mencari arti kata akuntabilitas atau akuntabel melalui mesin pencari pada internet, hampir dapat dipastikan bahwa kata pertanggungjawaban atau tanggung jawab menjadi kata yang mudah ditemui untuk memberi makna pada akuntabilitas. Sehingga tidak mengherankan bagi sebagian orang dengan mudahnya memaknai akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban. Bahkan di Indonesia sendiri akuntabilitas dalam pelaksanaannya disederhanakan sebagai bentuk laporan, yakni dokumen tertulis yang menjelaskan perencanaan dan pemenuhan atau pencapaian kinerja instansi pemerintah yang dikenal dengan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah/LAKIP (Bappenas, 2013). Dapat dipahami bahwa publik lebih mudah memaknai akuntabilitas dengan pertanggungjawaban.
	
Hal yang berbeda muncul pada diskusi maupun penjelasan akuntabilitas yang dilakukan oleh para ahli, secara spesifik yang berkaitan dengan politik, demokrasi maupun manajemen publik. Akuntabilitas pada konteks ini konteksnya kompleks atau tidak secara sederhana dapat dijelaskan atau digantikan dengan satu atau dua kata saja. Bahkan ketika menjelaskan akuntabilitas selalu dimaknai dengan aktor atau subyek, yakni siapa yang berakuntabilitas dan mengakuntabilitaskan, berkenaan dengan urusan seperti apa mekanisme akuntabilitas dilaksanakan dan bagaimana mekanisme akuntabilitas tersebut dijalankan. Memberikan penjelasan atas hal-hal tersebut tentunya membutuhkan uraian yang tidak sederhana sehingga akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang membutuhkan penjelasan komprehensif serta tidak dapat diberikan istilah pengganti dengan kata yang sederhana. Bisa jadi menjelaskan atau memberi makna akuntabilitas dengan pertanggungjawaban adalah bentuk penyederhanaan atau simplifikasi yang tidak tepat atau tidak relevan.

Oleh karena itu perlu adanya penegasan bahwa pada dasarnya akuntabilitas bukan semata-mata pertanggungjawaban. Perbedaan  ini cukup mendasar karena hakekatnya kompleksitas penjelasan dan pelaksanaan akuntabilitas tidak dapat disederhanakan. Akuntabilitas membutuhkan penjelasan yang berkaitan dengan pelaku/aktor, urusan di antara kedua aktor dan mekanisme yang harus dijalani kedua belah pihak sebelum, pada saat dan setelah urusan tersebut dilaksanakan, termasuk implikasi bagi kedua belah pihak (Behn, 2001, Bovens, 2003, Goetz & Jenkins, 2005). Hal ini sangat penting agar istilah akuntabilitas dan pertanggungjawaban tidak membingungkan dan dipertukarkan karena memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Uraian berikut akan menjelaskan hakekat akuntabilitas dengan mendasarkan pada konsep akuntabilitas dari beberapa pakar, seperti Richard Mulgan, Mark Bovens, dan Robert D. Behn dan mempertegas perbedaan antara akuntabilitas dengan pertanggungjawaban.  

Pembahasan
	Akuntabilitas merupakan istilah yang penting dalam pemerintahan demokrasi berkaitan dengan hubungan antara pemilik kedaulatan atau mandat yakni rakyat dengan aktor-aktor lain seperti anggota legislatif, pejabat pemerintah sampai dengan pelaksana kebijakan pada level yang paling rendah. Pada negara dan pemerintahan demokrasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan perlu mendapat jaminan mekanisme bahwa pembuat maupun pelaksana kebijakan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan mereka sendiri (shrinking) yang pada hakekatnya justru merugikan rakyat (Bickers & Williams, 2001). 
Mekanisme ini paling mudah dapat dijelaskan melalui ilustrasi seseorang yang memiliki uang atau modal dan berniat membuka toko modern/convenience store. Orang tersebut, selanjutnya disebut principal, memiliki uang namun tidak memiliki cukup waktu dan ketrampilan mengelola toko modern sehingga ia menunjuk seorang manajer, selanjutnya disebut agent. Principal memberikan kepercayaan kepada agent untuk menjalankan toko modern miliknya dengan memberikan kontrak yang berisi kesepakatan dan target yang harus dipenuhi. Kontrak kesepakatan ini dibuat agar agent tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh principal. Pada akhir periode yang disepakati, principal dapat memperpanjang kontrak agent apabila ia puas dengan kesepakatan dan target yang terpenuhi atau sebaliknya mengganti dengan agent yang baru manakala ia tidak puas karena kesepakatan dan target tidak terpenuhi dan agent merugikan principal.          
Analogi ini  dapat digunakan untuk menjelaskan peluang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para agent dalam sistem pemerintahan demokrasi, seperti anggota legislatif/politisi/wakil rakyat, birokrasi/aparat pemerintah serta para pelaksana kebijakan sampai pada level paling bawah. Bagi para politisi, penyimpangan itu berupa pencapaian tujuan ideologi yang nyata-nyata bertentangan dengan kehendak rakyat, pelanggaran aturan maupun kegagalan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun bagi aparat pemerintah, hal ini dapat berlaku berupa mencari keuntungan pribadi dari anggaran atau pengeluaran publik (Moncriefte, 1998). Bagi agent, kerugian yang timbul pada principal karena tindakan mereka adalah bentuk pengingkaran atas kesepakatan dan target atau tujuan yang telah ditetapkan sehingga principal memiliki kewenangan untuk mengganti agent.  Oleh karena itu sangat penting adanya pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan kesepakatan dan target yang dipahami oleh principal dan agent untuk memudahkan tindak lanjut dan implementasinya (Axworthy, 2005).
          
	Pada pemerintahan demokrasi proses serah terima mandat sebagaimana diilustrasikan pada toko modern tersebut di atas terjadi pada paraaktor, seperti rakyat dengan wakil rakyat atau pada lingkup yang lebih besar antara pemilik kewenangan yang memberikan kewenangannya pada aktor lain yakni penerima kewenangan (wakil rakyat, birokrasi, pejabat publik). Peran akuntabilitas di sini memperjelas tugas, kewajiban dan hak paraaktor karena pada dasarnya hakekat akuntabilitas adalah penentuan kriteria atau kesepakatan yang jelas dari parapihak, sifatnya yang dapat diaudit, transparan, secara konsisten diimplementasikan, memunculkan inisiatif/keberanian, mengidentifikasi tanggung jawab serta mendorong partisipasi untuk perbaikan. Hal ini memperjelas peran akuntabilitas dalam demokrasi yakni menjaga agar demokrasi berjalan berkesinambungan melalui sebuah mekanisme yang menjaga kewenangan yang didelegasikan oleh rakyat kepada wakilnya tidak disia-siakan atau disalahgunakan (Diamond & Morlino, 2004). Oleh karena itu, demokrasi tanpa akuntabilitas hanya akan menambah penderitaan bagi rakyat karena janji-janji yang diberikan para wakil rakyat maupun pejabat publik pasti akan dengan mudah diingkari atau disalahgunakan untuk kepentingan mereka. Saat mereka menjabat, mereka serta merta akan melupakan rakyat yang memilihnya atau rakyat yang telah mengajukan aspirasinya. Para agent  ini bisa jadi justru akan merugikan rakyat melalui penyalahgunaan fasilitas dan keuangan publik.  
	 
Sebagai sebuah konsep yang berasal dari masalah keuangan pada abad XVIII, yakni pembukuan dan administrasi keuangan, akuntabilitas dalam perkembangannya kemudian berevolusi menjadi sebagai tata kelola pemerintahan yang baik (Bovens, 2005). Akuntabilitas tidak hanya bermakna pencatatan saja namun juga sebagai sebuah kewajiban untuk menjelaskan atau memberikan alasan perilaku kepada orang atau lembaga lain. Dari mekanisme ini muncul peluang terjadinya diskusi, debat antara principal dan agent yang diikuti oleh pemberian sangsi apabila terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Lindberg, 2009). 

	Dari aspek sejarah, pola semacam ini telah terjadi pada masa Athena (508-322 SM) dengan istilah yang disebut dokimasia (Blackwell, 2003). Dokimasia adalah proses pemeriksaan yang dilakukan kepada seseorang sebelum dan sesudah menduduki jabatan publik untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang merugikan kepentingan publik selama yang bersangkutan menduduki jabatan publik (Roberts, 1982). Hal ini juga berlaku dalam bentuk audit atau pemeriksaan hal-hal yang sifatnya publik maupun privat. Laporan maupun temuan yang mengindikasikan seseorang terlibat kriminal, hutang, penyerangan antarsuku, prostitusi, berlaku kasar kepada kedua orang tua serta menghabiskan harta warisan untuk berfoya-foya dapat berlanjut kepada mekanisme dokimasia. Mekanisme ini mencerminkan filosofi bahwa kekuasaan yang absolut sangat berbahaya karena akan melahirkan tiran yang semena-mena. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah mekanisme yang menjaga agar setiap kekuasaan yang dijalankan dapat dilakukan dengan tanggung jawab dan manfaat. Dokimasia menjadi sebuah mekanisme yang menjamin dan menjaga bahwa setiap orang yang menduduki jabatan publik bertanggung jawab dan bermanfaat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bahkan sampai pada aspek personal menjadi obyek pemeriksaan dokimasia.    

Dalam perkembangannya di era modern ini, akuntabilitas selain berkembang sebagai konsep dalam politik, demokrasi dan pemerintahan juga berkembang dalam dimensi yang lebih luas, misalnya dengan munculnya akuntabilitas politik, akuntabilitas publik maupun akuntabilitas vertikal maupun horizontal (Erkkila, 2007). Akuntabilitas politik berkaitan dengan demokrasi dan legitimasi, artinya siapa saja yang memegang kekuasaan maka harus bertanggung jawab dan mampu menjawab pelbagai pertanyaan menyangkut tindakan yang dilakukan di hadapan publik. Jika ia gagal maka akan digantikan oleh orang lain yang lebih mampu. Akuntabilitas politik ini relevan bekerja pada konteks pemilihan umum, yakni antara rakyat dan wakil rakyat. Setiap pemilu dilangsungkan maka hal itu adalah saat yang tepat untuk melakukan akuntabilitas bagi para wakil rakyat. Artinya, jika wakil rakyat tersebut tidak berhasil dalam kiprahnya sebagai pengemban mandat rakyat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, maka menjadi relevan untuk mencari pengganti wakil rakyat yang lebih mampu mewujudkan harapan dan aspirasi rakyat.  

Adapun akuntabilitas publik berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan urusan publik yang dilaksanakan oleh para pejabat publik (Bovens, 2003). Hal ini umum terjadi pada pegawai pemerintah yang memiliki tugas-tugas pokok melaksanakan urusan publik. Asumsi yang mendasari akuntabilitas ini adalah pemahaman bahwa rakyat memberikan mandat kepada pejabat pemerintah melalui para wakilnya di lembaga legislatif untuk mewujudkan aspirasinya. Mekanisme ini melahirkan kewenangan para pejabat publik menyusun rencana pembangunan dan mengelola urusan-urusan publik, seperti memungut pajak dan membelanjakannya untuk membiayai urusan-urusan publik yang dikerjakannya. Oleh karena itu akuntabilitas publik adalah mekanisme akuntabilitas dengan dimensi yang cukup panjang yang melibatkan rakyat, wakil rakyat dan pejabat-pejabat publik sampai dengan penyedia atau pelayan publik yang berhadapan langsung dengan rakyat.   

Berkaitan dengan mekanisme akuntabilitas yang dilakukan, yakni kepada siapa agent berakuntabilitas maka dikenal akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal berkaitan dengan mekanisme hubungan hierarkikal (Bovens, 2006). Artinya principal adalah atasan dari agent yang menjadikan akuntabilitas yang dilakukan bersifat hierarkikal. Hubungan atasan-bawahan ini bisa bersifat langsung maupun tidak. Misalnya seorang pejabat publik berakuntabilitas kepada atasannya sampai pada level yang paling tinggi yakni level kementerian. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden ataupun parlemen begitu pula seterusnya anggota parlemen bertanggung jawab kepada publik. Sebagai contoh seorang tukang sapu yang bekerja pada sebuah pemerintah kota, maka ia tidak secara langsung berakuntabilitas kepada walikota atau publik namun melalui seorang atasan atau supervisor.  Atasan atau supervisor ini kemudian secara bertingkat berakuntabilitas kepada kepala kantor atau kepala dinas  dan para kepala kantor atau kepala dinas ini yang akan mengakuntabilitaskan kepada walikota. Pada bagian terakhir adalah walikota yang berakuntabilitas kepada warga kota atau publik. Dengan demikian, seorang tukang sapu berakuntabilitas kepada warga kota atau publik melalui serangkaian akuntabilitas vertikal yakni hierarki atasan dan bawahan, yang dilakukan secara bertingkat oleh atasan-atasannya sampai kepada level walikota.

Adapun akuntabilitas horizontal berkaitan dengan akuntabilitas kepada para stakeholders  yang dilakukan secara sukarela sebagai sebuah bentuk akuntabilitas moral. Secara formal di antara principal dan agent tidak memiliki ikatan atau hubungan, namun secara moral sebagai bagian dari publik maka perlu untuk berakuntabilitas. Misalnya antara pejabat publik yang berada di dalam pemerintah dengan kelompok masyarakat sipil maupun publik secara luas di luar pemerintahan, seperti media massa, kelompok kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Akuntabilitas ini muncul karena relasi tuntutan pengelolaan pemerintahan yang tidak lagi bersifat tertutup namun terbuka dengan melibatkan aktor di luar pemerintahan. Bentuk akuntabilitas horizontal yang dilakukan adalah transparansi informasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehingga publik mendapatkan informasi yang pada akhirnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh dalam menilai atau mengevaluasi pemerintah. Selain karena keterbukaan pemerintah, disadari bahwa pada dasarnya tuntutan terhadap pemerintah maupun pejabat publik tidak semata-mata datang dari atasan saja namun juga dari publik. Oleh karena itu, akuntabilitas vertikal berkaitan dengan otoritas hierarki sedangkan akuntabilitas horizontal berkaitan dengan moral dan publik secara luas.   

	Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme yang tidak sesederhana yang dibayangkan karena kompleksitas aktor, bentuk hubungan dan urusan serta mekanisme implementasi akuntabilitas itu sendiri. Oleh karena itu akuntabilitas tidak dapat disederhanakan dan digantikan dengan terminologi seperti tanggung jawab ataupun pertanggungjawaban. Karena pada dasarnya akuntabilitas adalah sebuah mekanisme yang membutuhkan proses yang mana di dalamnya paraaktor berinteraksi mengenai mandat, kewenangan dan kekuasaan serta diskusi-diskusi cara-cara pelaksanaan mandat, kewenangan dan kekuasaan dimaksud sesuai kesepakatan yang telah ditentukan pada awal implementasi. 

Banyaknya manifestasi akuntabilitas tersebut terjadi karena peran akuntabilitas yang sangat penting sebagai sebuah mekanisme untuk menjaga kesinambungan mandat, kepercayaan dan urusan dari pihak principal (rakyat) kepada agent (politisi, wakil rakyat serta pejabat publik). Terlebih di dalam negara yang menganut paham demokrasi yang mana urusan politik dan pemerintahan dijalankan oleh beragam aktor dalam lapisan dan posisi yang berbeda, maka akuntabilitas menjadi instrumen yang sangat penting guna menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan mandat. Kalau pun hal yang ditakutkan ini terjadi, maka akuntabilitas masih dapat berperan untuk memberikan sanksi dan hukuman atas tindakan dan keputusan yang bertentangan dengan mandat. Dimensi dampak dari akuntabilitas berupa penghargaan maupun sanksi inilah yang menjadi instumen penting, secara lebih praktis dalam tata kelola pemerintahan di negara demokrasi, yang menjaga pencapaian nilai-nilai demokrasi yang lebih luas serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Bovens, 2010). Partisipasi rakyat dalam negara dan pemerintahan yang demokratis terjamin dengan adanya akuntabilitas yang dapat mendeteksi dan mengoreksi adanya penyalahgunaan mandat serta memberikan penghargaan dan hukuman atas berbagai tindakan yang terjadi, baik sesuai maupun tidak sesuai dengan mandat. 





Menurut Mulgan, akuntabilitas berkembang dari konsep kesalahan pengelolaan keuangan menjadi definisi yang berkaitan dengan pengawasan dan otoritas kontrol melalui mekanisme koreksi/pembetulan. Arti dan konteks dari akuntabilitas ini sampai sekarang menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai, terlebih jika disandingkan dengan konsep penanda tata kelola pemerintahan yang baik, seperti responsif, transparan dan kontrol. Perbedaan di antara akuntabilitas dan istilah-istilah di atas sangat tipis untuk dijelaskan dan diperdebatkan (Mulgan, 2003).

Secara praktik, akuntabilitas nampaknya menjadi sebuah keharusan atas tata kelola pemerintahan maupun swasta untuk berakuntabilitas kepada para pemegang mandatnya, yakni rakyat bagi pemerintah serta pemegang saham dan pelanggan bagi sektor swasta. Bagaimana mungkin pihak-pihak yang mendapatkan jabatan dan kepercayaan dari pihak lain menjalankan tugasnya tanpa adanya kewajiban untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan serta mendapatkan dampak atas keputusan dan tindakannya? Pertanyaan ini yang menarik Mulgan untuk mengeksplorasi bagaimana akuntabilitas berlaku dalam tataran pemerintah maupun swasta.

Akuntabilitas menjadi sebuah kewajiban bagi lembaga pemerintah dan swasta untuk menjaga dan memastikan agar publik mendapatkan informasi sebagai sarana kontrol terhadap mereka. Dalam konteks ini akuntabilitas menjadi penting karena publik seringkali tidak mendapatkan jawaban atas janji-janji politisi dan pejabat publik yang tidak ditepati. Oleh karena itu akuntabilitas menjadi alat agar pihak yang berkuasa tetap responsif terhadap publik melalui serangkaian sistem dan mekanisme akuntabilitas. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa akuntabilitas telah berkembang dari makna yang sederhana di bidang keuangan menjadi definisi yang lebih luas dan digunakan dalam praktik pemerintahan modern, serta memperluas kajian antara pemerintah dan rakyatnya dalam konteks yang lebih besar.
Mulgan menjelaskan konteks akuntabilitas secara sederhana dengan mendeskripsikan melalui aktifitas keseharian berupa pendelegasian kewenangan. Dalam berbagai aspek kehidupan kita selalu menggantungkan diri kita kepada orang lain dalam beragam urusan sebab kita tidak dapat melakukannya sendiri. Hal ini terjadi karena kita tidak punya cukup waktu, keahlian dan ketrampilan untuk melakukan tugas-tugas yang penting bagi kita. Solusinya kita harus menggunakan jasa orang lain yang profesional untuk memberikan saran dan petunjuk atau bertindak atas nama kita sebagai wakil atau agen kita. Kita butuh dokter, pengacara, spesialis kendaraan bermotor atau komputer untuk membantu kita melakukan urusan-urusan yang tidak mungkin kita tangani sendiri. Ketika kita sudah percaya penuh kepada mereka dengan menyerahkan kewenangan, termasuk milik kita misalnya, lantas bagaimana kita dapat memastikan bahwa mereka betul-betul bertindak atas nama kita? Apa yang dapat menjadi jaminan bahwa tindakan mereka benar-benar mewujudkan kepentingan kita daripada kepentingan mereka? Bagaimana kita menuntut ganti rugi dan perbaikan manakala mereka menyalahgunakan kewenangan yang kita berikan?

Mulgan menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya berisi pertukaran informasi, pertanyaan-jawaban di antara principal dan agent namun juga diikuti oleh mekanisme pembetulan (rectification), yakni manakala ditemukan kesalahan dalam kinerja agent, maka harus ada mekanisme memperbaiki dengan memberikan hukuman kepada agent serta kompensasi kepada pihak yang dirugikan oleh agent. Tanpa mekanisme perbaikan berupa hukuman dan kompensasi, maka akuntabilitas menjadi tidak lengkap.  Dengan demikian, akuntabilitas merupakan serangkaian proses pendelegasian wewenang yang diikuti dengan mekanisme pelaporan, tanya-jawab dan penyelidikan serta pemberian sanksi manakala agent melakukan kesalahan.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, Mulgan berpendapat bahwa tidak ada kaitan langsung antara akuntabilitas dengan demokrasi karena di manapun masyarakat akan selalu mempertanyakan pemerintah ataupun perusahaan yang tidak akuntabel sebagaimana juga terhadap pemerintahan tradisional otoriter. Namun demikian akuntabilitas dapat berjalan beriringan dengan demokrasi bahkan menjadi bagian penting dari demokrasi modern dalam membingkai proses pendelegasian wewenang dan kekuasaan di antara pihak-pihak di dalam negara demokratis. Menurut Mulgan, sebagai contoh sederhana dalam negara yang demokratis, akuntabilitas adalah kapasitas yang dimiliki oleh rakyat guna meminta kepada pemerintahannya untuk berakuntabilitas, untuk menjelaskan tindakan-tindakannya, memperbaiki kesalahan yang terjadi serta memberikan sanksi (Mulgan, 2003).  Pemerintah dalam hal ini adalah berbagai aktor dan lembaga mulai dari pelayan publik langsung maupun lembaga di bawah kementerian-kementerian yang melakukan aktifitas berkaitan dengan pemerintahan termasuk pelayanan kepada rakyat. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan pemerintah dapat dipertanyakan serta dapat diambil tindakan perbaikan berupa sanksi jika terdapat indikasi kesalahan dilakukan oleh pemerintah.

Secara lebih detail, Mulgan memperjelas di dalam praktik keseharian pemerintahan, yakni akuntabilitas menjadi mekanisme untuk mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk juga yang dilakukan oleh swasta melalui beragam kontrak proyek-proyek pemerintah (Mulgan, 2002). Di dalam negara demokrasi, kehendak rakyatlah yang menjadi dasar pencapaian dan kegiatan pemerintah. Melalui partai politik dan pejabat publik, pemerintah mewujudkan kehendak rakyat dalam serangkaian mekanisme kegiatan pemerintah. Dalam konteks ini akuntabilitas membuka ruang dialog antara rakyat dan pemerintah untuk saling bertukar informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Bagi rakyat, yang dalam hal ini sebagai principal, akuntabilitas sebagai dasar penilaian kinerja pejabat publik dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, sedang bagi pemerintah (pejabat publik dan wakil rakyat), hal ini merupakan proses melaporkan dan menjelaskan tindakan dan kebijakan yang telah mereka lalukan untuk memenuhi kehendak rakyat. Dengan demikian akuntabilitas dalam negara demokrasi membuka dan mendorong deliberasi publik serta partisipasi sebagai substansi dasar demokrasi yang dilakukan oleh warga negara.
Akuntabilitas dalam negara demokratis menjadi alat untuk melindungi dan memastikan keinginan rakyat dapat diwujudkan dan kewenangan rakyat yang dilimpahkan kepada pemerintah dapat diakuntabilitaskan melalui sistem dan mekanisme yang jelas. Akuntabilitas selalu terdiri dari pemegang akuntabilitas (principal) dan pelaksana akuntabilitas (agent). Dimensi akuntabilitas menurut Mulgan antara berkaitan dengan 1). siapa, yakni pelaksana akuntabilitas, baik secara individu maupun kolektif yakni pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akuntabilitas dan bertanggung jawab atau dapat dikenakan pujian dan kesalahan, 2). kepada siapa, yakni berkait dengan pemegang akuntabilitas yakni pemilik urusan/kewenangan/otoritas yang menyelidiki dan memeriksa aktifitas pelaksana akuntabilitas, 3) untuk tujuan/fungsi seperti apa, berfokus kepada kinerja dari tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh agent, 4). bagaimana, menyangkut mekanisme akuntabilitas yakni serangkaian proses dan prosedur termasuk penyajian masalah keuangan, laporan dan penyelidikan resmi, pertanyaan melalui dengar pendapat publik pada forum resmi, diskusi/debat politik serta interogasi.




Bovens, mengutip pendapat Dubnick, menyatakan bahwa akuntabilitas secara nyata telah dipraktikkan pada tahun 1805 tepatnya pada masa pemerintahan Raja William I. Raja mengharuskan para tuan tanah untuk melaporkan kepemilikan tanah mereka sebagai dasar pengenaan pajak serta dasar tata kelola kerajaan. Abad demi abad berlalu, akuntabilitas yang semula sangat dekat maknanya dengan akuntansi kemudian berkembang tidak hanya berkaitan dengan pembukuan dan administrasi keuangan saja. Akuntabilitas kemudian menjadi sinonim dari pemerintahan yang jujur dan adil (Bovens, 2005). Dari berbagai literatur yang ada, Bovens sepakat dengan pendapat Mulgan bahwa akuntabilitas adalah sebuah konsep yang dinamis, yakni menjadi terminologi umum bagi sistem/mekanisme yang menjadikan lembaga yang berkuasa menjadi responsif terhadap publik mereka. 

Berdasarkan etimologi dan akar sejarahnya maka Bovens berkesimpulan bahwa akuntabilitas haruslah dilihat dari pendekatan relasi sosial atau mekanisme yang mengharuskan/mewajibkan penjelasan dan pembenaran (justification) berupa pemberian alasan atas tindakan yang telah dilakukan sehingga mekanisme yang harus dijalankan adalah hubungan antaraktor, accounter, sebuah forum serta pemegang akuntabilitas. Forum ini menjadi arena penjelasan dan pembenaran secara langsung dan spontan (face to face), bukan melalui medium atau tertulis.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, Bovens menegaskan bahwa akuntabilitas sangat penting bagi demokrasi karena akuntabilitas membantu warga negara untuk mengontrol pejabat pemerintahnya. Secara sederhana hubungan antara akuntabilitas dan demokrasi dapat dilihat melalui kerangka principal-agent sehingga akuntabilitas adalah hubungan antara principal dan agent berkaitan dengan wewenang mandat dan kekuasaan dalam negara demokrasi. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan mendelegasikan kekuasaan mereka kepada perwakilan mereka di parlemen yang kemudian dijabarkan dan diteruskan dalam bentuk hukum dan kebijakan pemerintah. Mata rantai ini berlanjut sampai dengan pelayan publik yang menghabiskan uang yang dipungut dari pajak untuk membiayai aktifitas mereka berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam mata rantai tersebut, para atasan berlaku sebagai pengambil akuntabilitas atas tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada bawahannya. Pada akhirnya rakyat/warga negara yang memberikan penilaian atas perilaku dan kinerja pemerintah serta memutuskan apakah akan memperpanjang masa jabatan pemerintah melalui pemilu yang akan datang atau menggantinya dengan kandidat lain yang lebih menjanjikan dalam hal akuntabilitas.
Menurut Bovens, pelaksanaan akuntabilitas paling tidak harus melalui 3 tahap, yakni :
1. Kewajiban aktor untuk memberikan informasi kepada forum atas tindakannya melalui berbagai data, prosedur maupun hasil kerja (agent menginformasikan kepada forum atas tindakan yang telah dilakukannya).
2. Terdapat kemungkinan/peluang bagi forum untuk menginterogasi agent dan menanyakan ketercukupan informasi atau legitimasi dari perilaku agent (forum menanyakan tindakan agent secara lebih detail).
3. Forum bisa saja mengeluarkan keputusan atas perilaku agent berupa persetujuan atas akuntabilitas tahunan, kritik kebijakan atau menyalahkan perilaku pejabat/lembaga (pada akhirnya forum memberikan keputusannya atas apa yang telah dilakukan oleh agent). 

Konsekuensi yang diterima oleh agent dapat berupa hal-hal yang bersifat formal dan tertulis, seperti denda, tindakan disiplin, proses rehabilitasi sosial dan hukuman atau dalam bentuk yang tidak tertulis seperti dalam hal akuntabilitas politik yang mana seorang menteri bisa saja harus mengundurkan diri.       

Oleh karena itu, dalam pandangan Bovens, akuntabilitas adalah sebuah relasi sosial yang mana di dalamnya terdapat mekanisme yang mewajibkan penjelasan dan koreksi (justification) berupa pemberian alasan atau tindakan yang telah dilakukan oleh agent. Secara garis besar mekanisme yang harus dijalankan adalah hubungan antaraktor, penerima akuntabilitas  serta sebuah forum yang di dalamnya berisikan penjelasan dan pembenaran secara langsung dan spontan (face to face) antara principal dan agent. Manakala agent melakukan kesalahan maka harus dilakukan koreksi berupa keputusan yang disepakati oleh forum.
     
3.	Akuntabilitas Robert D. Behn.

Robert D. Behn memulai diskusi tentang akuntabilitas dengan beberapa pertanyaan, seperti apa sebenarnya arti akuntabilitas? Kapan kita harus meminta seseorang untuk berakuntabilitas? (dalam bahasa Inggris kalimatnya adalah hold people accountable). Apa sebenarnya makna dari akuntabilitas? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong Robert D. Behn untuk meneliti lebih lanjut bagaimana akuntabilitas dalam kehidupan pemerintahan dan politik.
	
Secara literal akuntabel di dalam kamus bermakna sebagai seseorang/subyek yang memberikan jawaban dan menjelaskan (answer and explain). Sedangkan akuntabilitas adalah kualitas/keadaan berakuntabilitas, liable dan bertanggung jawab. Definisi akuntabilitas semacam ini menurut Behn hanya bertumpu kepada kewajiban untuk menjawab, menjelaskan dan membenarkan tindakan, baik melakukan maupun tidak melakukan suatu perbuatan, selain juga mendokumentasikan aktifitas pertanggungjawaban. Dalam definisi tersebut tidak pernah disinggung tentang hukuman, padahal meminta seseorang berakuntabilitas biasanya selalu berkaitan dengan menjatuhkan hukuman. 

Di Amerika Serikat para pejabat tinggi terikat dengan mekanisme akuntabilitas melalui proses check and balance serta pemilu yang dilakukan secara periodik. Namun bagaimana dengan pejabat level menengah dan rendah? Bagaimana rakyat/warga negara memastikan bahwa para pejabat level menengah dan rendah ini telah melakukan tugsanya dan berkinerja dengan baik dan benar? Dalam kenyataannya sangat sulit untuk menemukan definisi akuntabilitas pada lingkungan dan lembaga pemerintahan yang berbeda sehingga untuk menyiasati hal tersebut Behn sependapat dengan Kevin Kearns bahwa situasi dan kondisi akuntabilitas harus diciptakan yang tersusun atas seperangkat aturan dan paksaan secara hukum, politik, sosial budaya dan ekonomi yang memaksa sebuah organisasi dan orang-orang didalamnya terikat dalam sebuah mekanisme dan hubungan yang berkesinambungan (Behn, 2001). Dalam konteks ini akuntabilitas dapat dijabarkan melalui 3 hal, yakni akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kewajaran serta akuntabilitas kinerja.

Dalam konteks 3 akuntabilitas tersebut, Behn mempersyaratkan adanya nilai yang menjadi dasar pelaksanaan akuntabilitas, yakni nilai-nilai yang harus dipegang dan ditegakkan oleh individu dan masyarakat yang dijabarkan secara spesifik melalui aturan, prosedur dan standar. Hal ini penting agar proses akuntabilitas menjadi jelas dan terukur. Behn juga mempersyaratkan beragam mekanisme laporan yang dapat menunjukkan kepatuhan kepada aturan, prosedur dan standar. Laporan tersebut disusun guna mengindikasikan pelaksanaan aturan, prosedur dan standar yang telah dibuat. Terakhir menurut Behn harus ada lembaga audit independen guna mmeriksa dan mengaudit laporan yang telah dibuat. Hal-hal tersebut menurut Behn dapat memperjelas dan mendefinisikan akuntabilitas sehingga dapat dilaksanakan di lapangan.

Behn menganggap penting akuntabilitas dalam demokrasi bahkan menjadi karakteristik yang mendasar karena pemerintah bertanggung jawab dan berakuntabilitas kepada seluruh rakyat/warga negara. Jika pemerintah hanya bertanggung jawab dan berakuntabilitas pada kelompok kepentingan tertentu maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam sebuah negara demokrasi (Behn, 1998). Secara lebih detail Behn mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memformulasikan akuntabilitas dalam sebuah negara yang demokratis, seperti siapa yang memutuskan hasil-hasil yang harus dicapai? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencapai hasil-hasil tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses akuntabilitas? Bagaimana akuntabilitas bekerja? Behn mengajak untuk menjabarkan akuntabilitas ke dalam bentuk yang sekonkret-konkretnya.

Behn yang memfokuskan akuntabilitas kepada kinerja sektor publik menegaskan bahwa akuntabilitas sangat penting bagi demokrasi karena akuntabilitas memperjelas kerangka kerja hubungan antarrakyat/warga negara dengan aktor lain (pejabat eksekutif, wakil rakyat sampai dengan level yang paling bawah yakni pelayan publik) sehingga kehendak rakyat dapat dapat dicapai melalui kinerja para pegawai pemerintah. Secara lebih detail, akuntabilitas menjaga agar para pegawai pemerintah melaksanakan tugasnya secara lebih responsif dengan menjadikan rakyat/warga negara sebagai tujuan paling akhir dari aktifitas pegawai pemerintah.

Berbeda dengan pendapat Mulgan dan Bovens, Behn memfokuskan kajian tentang akuntabilitas kepada relasi antara rakyat/warga negara serta pegawai pemerintah yang berada pada garda depan pelaksana akuntabilitas pemerintahan. Akuntabilitas sebagai sebuah mekanisme haruslah dimulai dengan nilai yang ingin ditegakkan oleh pihak-pihak yang berhubungan dalam akuntabilitas. Selanjutnya nilai-nilai tersebut dijabarkan ke dalam aturan, prosedur dan standar yang spesifik, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang diharapkan oleh para pemegang akuntabilitas untuk boleh dan tidak boleh dilaksanakan oleh para pelaksana akuntabilitas. Langkah selanjutnya adalah menyusun mekanisme laporan untuk menunjukkan bahwa aturan, prosedur dan standar tersebut telah dilakukan dan ditaati oleh pelaksana akuntabilitas. Terakhir yaitu menciptakan lembaga independen dengan tugas spesifik untuk mengaudit laporan dan dokumen-dokumen laporan yang menunjukkan bahwa aturan, prosedur dan standar telah ditaati dan dilaksanakan. Jika auditor menemukan kesalahan, penyelewengan dan kesenjangan maka mereka akan mengidentifikasi pelakunya sehingga yang bersangkutan dapat dimintai akuntabilitas serta menanggung hukuman.

Konsep akuntabilitas Behn berangkat dari pertanyaan mendasar tentang akuntabilitas yang sejauh ini menurut pengamatan Behn mendapatkan definisi yang beragam dan membingungkan. Hasilnya akuntabilitas tidak lebih sebagai wacana dan utopia yang menjanjikan namun sulit dilihat secara jelas dalam praktiknya. Untuk itu Behn memformulasikan akuntabilitas secara lebih detail dan jelas ke dalam kerangka hubungan antara rakyat/warga negara dengan pejabat pemerintah yang menjadi pelaksana akuntabilitas di lapangan. Merekalah yang menerjemahkan kehendak rakyat/warga negara yang telah disuarakan melalui parlemen dan pejabat tinggi pemerintahan.

Behn menciptakan mekanisme akuntabilitas berupa tahapan dan persyaratan yang harus ada agar akuntabilitas bisa dilaksanakan di lapangan, misalnya dimulai dengan nilai yang dijabarkan dalam serangkaian aturan, prosedur dan standar, mekanisme laporan untuk memastikan pelaksana akuntabilitas konsisten dengan nilai yang telah disepakati dan dituangkan melalui aturan, prosedur dan standar serta lembaga independen yang mengaudit laporan yang telah dibuat. Hal ini akan menjadi mekanisme yang jelas bagi akuntabilitas untuk memastikan konsistensi ataupun menemukan kesalahan atau penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh pelaksana akuntabilitas.

Menurut Behn, akuntabilitas sangat penting bagi demokrasi untuk memastikan para pegawai pemerintah responsif dan sungguh-sungguh bekerja untuk mewujudkan kehendak rakyat. Dalam skala yang lebih luas akuntabilitas dapat mencegah dan menanggulangi korupsi, kesewenang-wenangan serta inefisiensi yang terdapat di dalam pemerintahan karena adanya beragam aturan, prosedur dan standar, mekanisme laporan serta lembaga auditor sebagai bentuk penyeimbang kekuasaan. 

Behn mengajukan kerangka mekanisme untuk melaksanakan akuntabilitas sehingga sebagai sebuah prinsip dan idealisme, akuntabilitas dapat bersifat operasional dan memberikan manfaat bagi rakyat/warga negara secara nyata. Behn berhasil mentransformasikan ide akuntabilitas ke dalam nilai yang dikehendaki oleh para pelaku (pemegang dan pelaksana akuntabilitas) serta menjabarkannya ke dalam aturan, prosedur dan standar yang dilengkapi dengan mekanisme dan lembaga audit untuk menemukan adanya kesalahan dalam akuntabilitas. Di dalam mekanisme yang dibuat dijabarkan juga hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pelaksana akuntabilitas sehingga terdapat koridor yang harus dijalani tanpa harus mendiskusikan aturan akuntabilitas. Selain itu Behn mempertajam fokus akuntabilitas kepada akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kewajaran dan akuntabilitas kinerja guna melihat lebih jelas akuntabilitas yang ada pada lembaga pemerintah dengan karakter dari masing-masing yang berbeda, misalnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kewajaran untuk memonitor proses sedangkan akuntabilitas kinerja untuk melihat hasil yang dicapai. 

Dalam pandangan Behn, akuntabilitas harus diatur secara rigid melalui serangkaian konsep yang operasional, yang mana Behn menentukan akuntabilitas keuangan (financial accountability), akuntabilitas kewajaran (fairness accountability) dan akuntabilitas kinerja (fairness accountability) sebagai instrumen memahami akuntabilitas. Hal ini penting dan relevan untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas, khususnya yang terjadi pada sektor pemerintah.    

	Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat diidentifikasikan bahwa pada dasarnya akuntabilitas adalah sebuah proses yang tidak sederhana. Akuntabilitas dimulai dengan mandat atau kewenangan yang harus dijalankan sebagai bentuk kesepakatan antaraktor, yakni antara principal dan agent, dengan batasan waktu, kewenangan dan medium atau forum untuk mengetahui dan meminta penjelasan lebih detail atas tindakan yang dilakukan oleh agent. Setelah proses tanya-jawab yang dilakukan oleh principal dan agent sebagai bentuk klarifikasi dan investigasi, maka principal memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan dan tindakan kepada agent. Apabila agent berhasil menepati kesepakatan awal maka akan mendapatkan pujian atau penghargaan dan sebaliknya jika tidak sesuai kesepakatan atau terdapat kesalahan maka agent akan mendapatkan hukuman. Dengan demikian hakekat, mekanisme dan prosedur akuntabilitas merupakan sebuah proses yang panjang, melibatkan principal dan agent  serta kerangka kesepakatan yang menyangkut kewenangan, waktu dan batasan-batasan lain, proses diskusi atau tanya jawab atas tindakan-tindakan agent serta keputusan yang memberikan dampak kepada agent baik keuntungan ataupun kerugian.        
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